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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah alasan-alasan dilakukannya
pemutusan hubungan kerja yang ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan
hukum terhadap pekerja/buruh dan akibat
hukum  bagi pihak perusahaan vyang
mengabaikan perintah Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normative disimpulkan: 1. Undang-
Undang No 13 tahun 2003, ada beberapa
alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK.
Yaitu antara lain; pekerja buruh melakukan
kesalahan  berat, pekerja/buruh  diduga
Melakukan Tindak Pidana, Pekerja/buruh
melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, pekerja buruh
mengundurkan diri, PHK karena likuidasi,
perusahaan melakukan efisiensi. 2.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh
menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003, apabila terjadi pemutusan hubungan
kerja, maka menurut Pasal 152 UU
Ketenagakerjaan secara eksplisit menjelaskan
bahwa Pemutusan hubungan kerja hanya dapat
diberikan oleh lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial jika ternyata
maksud untuk memutuskan hubungan kerja
telah  dirundingkan, tetapi perundingan
tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
Dalam hal melakukan PHK, pengusaha tidak
bisa begitu saja melakukan PHK tanpa
memberikan hak-hak PHK atau kompensasi
yakni sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat
(1): Dalam hal terjadi pemutusan hubungan
kerja pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa
kerja dan uang penggantian hak vyang
seharusnya diterima.
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Kata kunci: Pemutusan, hubungan kerja,
ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bidang perburuhan timbulnya
perselisihan antara pengusaha dengan buruh
biasanya berpangkal dari adanya perasaan
kurang puas. Dimana pengusaha memberikan
kebijakan yang menurut pertimbangannya
sudah baik dan bakal diterima oleh buruh,
namun kenyataannya buruh yang bersangkutan
memiliki pertimbangan dan pandangan yang
berbeda-beda, maka akibatnya kebijakan yang
diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak
sejalan sehingga terjadilah yang namanya
perselisihan-perselisihan. Selain masalah
perselisihan hubungan industrial antara pihak
buruh dan pihak pengusaha dalam satu
perusahaan yang sekarang marak terjadi adalah
Pemutusan Hubungan Kerja.

Perselisihan terjadi dikarenakan juga adanya
perbedaan pandangan dan kepentingan.
Pengusaha selalu berprinsip dengan menekan
biaya seminimal mungkin bisa mendapatkan
hasil yang maksimal dalam hal ini jasa dari para
pekerja, sehingga apa yang menjadi hak-hak
dari pekerja kerap kali diabaikan oleh
pengusaha. Karena pengusaha berfikir bahwa
previllage yang diberikan kepada pekerja akan
membuang banyak dana. Padahal dalam
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan telah dijelaskan mengenai
hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh para
pengusaha. Tetapi sangat disayangkan banyak
pengusaha yang masih tidak patuh terhadap
peraturan pemerintah tersebut. Sebaliknya
yang dipikirkan oleh pekerja adalah menerima
upah vyang setinggi-tingginya dan dapat
memaksimalkan hak-hak yang dapat diperoleh
dari perusahaan.?

Adanya prinsip-prinsip yang bertentangan
tersebut sering kali menimbulkan adanya
perselisihan  hubungan industrial. Definisi
perselisihan hubungan industrial itu sendiri
menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004
Pasal 2 butir 1 adalah perbedaan pendapat
yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat

3 Henry Cambell Black. Black’s Law Dictionary. St. Paul
Minn. West Publishing co. 1979. Him 424
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buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan.’

Dalam Perselisihan Hubungan Industrial
terdapat 4 macam perselisihan, yaitu
a) Perselisihan Hak;

b) Perselisihan Kepentingan;

c) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

d) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat
buruh.

Masalah  pemutusan hubungan kerja
selanjutnya disingkat (PHK) selalu menarik
untuk dikaji dan ditelaah lebih mendalam.
Karena  persoalan PHK akan  sangat
berpengaruh bagi kelangsungan hidup para
pekerja dan pengusaha. PHK sendiri dapat
diartikan sebagai pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja
dan perusahaan/majikan.

Setiap alasan PHK di atas mengandung
konsekuensi  yang  berbeda, khususnya
mengenai hak para pekerja yang di PHK, karena
ada yang karena PHK pekerja tersebut harus
mendapatkan uang pesangon, uang
penggantian hak dan uang penghargaan masa
kerja. Walaupun aturan soal PHK dan
konsekuensi yang harus diterima oleh pekerja
dan atau dilakukan oleh pengusaha sudah
diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja
dengan rinci akan tetapi persoalan PHK selalu
menjadi Perdebatan. Ada pekerja vyang
menganggap tidak pantas untuk di PHK, ada
yang menganggap proses PHK yang dikenakan
kepadanya tidak sesuai dengan prosedur
bahkan ada pelaku usaha yang telah melakukan
PHK akan tetapi tidak mau membayar uang
Pesangon atau pengganti Hak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
terdorong kepada Penulis untuk mengangkat
skripsi dengan judul: “Analisa Pemutusan
Hubungan Kerja Ditinjau Dari UU No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan”

B. Perumusan Masalah
1. Apakah alasan-alasan dilakukannya
pemutusan hubungan kerja yang ditinjau

* Lihat Pasal 2 butir 1. UU. No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap
pekerja/buruh dan akibat hukum bagi pihak
perusahaan yang mengabaikan perintah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan?

C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif merupakan suatu jenis penelitian yang
meletakkan titik berat penelitian pada hukum
sebagai norma (kadiah), dengan demikian
merupakan penelitian yang bersifat hukum
positif. Penelitian ini disebut pula sebagai
penelitian kepustakaan atau library research.

PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan Dilakukan Pemutusan
Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
Pemutusan Hubungan Kerja diatur secara

rinci dan jelas dalam Undang-Undang No.13

Tahun 2003 dalam Pasal 164 ayat (3) yang

menyatakan:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus
selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa

(force majeur), dengan ketentuan

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon

sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat

(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

156 ayat (4)”.°

Ada tujuh alasan bagi perusahaan untuk
mem-PHK Anda dengan mengacu kepada

Undang-Undang No. 13 tahun 2003, yaitu :

1. Pekerja/buruh melakukan Kesalahan Berat
Setelah  Mahkamah  Konstitusi  (MK)
menyatakan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan
inkonstitusional, maka pengusaha tidak lagi
dapat langsung melakukan PHK apabila ada
dugaan pekerja melakukan kesalahan
berat. Berdasarkan asas praduga tak

® Pasal 164 ayat 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
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bersalah, pengusaha baru dapat melakukan
PHK apabila pekerja terbukti melakukan
kesalahan berat yang termasuk tindak
pidana. Atas putusan MK ini, Depnaker
mengeluarkan surat edaran yang berusaha
memberikan penjelasan tentang akibat
putusan tersebut.®

Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, ayat 1

berbunyi, “Pengusaha dapat memutuskan

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
dengan alasan  pekerja/buruh  telah
melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau
penggelapan barang dan/atau uang
milik perusahaan;

b. Memberikan keterangan palsu atau
yang dipalsukan sehingga merugikan
perusahaan;

c. Mabuk, meminum minuman keras yang
memabukkan, memakai dan/atau
mengedarkan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya di lingkungan
kerja;

d. Melakukan perbuatan asusila atau
perjudian di lingkungan kerja;

e. Menyerang, menganiaya, mengancam,
atau mengintimidasi teman sekerja atau
pengusaha di lingkungan kerja;

f. Membujuk  teman  sekerja  atau
pengusaha untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan; dengan ceroboh
atau sengaja merusak atau membiarkan
dalam keadaan bahaya barang milik
perusahaan yang menimbulkan kerugian
bagi perusahaan;

g. Dengan ceroboh atau sengaja
membiarkan teman sekerja  atau
pengusaha dalam keadaan bahaya di
tempat kerja;

h. Membongkar atau membocorkan
rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan
negara; atau

i. Melakukan perbuatan lainnya di
lingkungan perusahaan yang diancam

® Di akses dari situs
http://beritahr.wordpress.com/category/industrial-

relation/. Industrial Relation, Artikel Kasus PHK menjadi
Kasus Terpopuler. Pada tanggal 23 Desember 2015.
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pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih.”
Jenis kesalahan berat lainnya dapat diatur
dalam  Perjanjian  Perusahaan  Atau
Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB), tetapi
apabila terjadi PHK karena kesalahan berat
(dalam PP/PKB) tersebut, harus mendapat
izin dari lembaga vyang berwenang.
Demikian juga sebelum melakukan PHK,
harus terlebih dahulu melalui mekanisme
yang ditentukan, misalnya dengan memberi
surat peringatan (baik berturut-turut, atau
surat peringatan pertama dan terakhir)
untuk jenis  kesalahan berat yang
ditentukan PP/PKB.?
Namun, perlu kita ketahui bahwa alasan
PHK berupa kesalahan berat yang dimaksud
pada Pasal 158, ayat 1 harus didukung
dengan bukti misalnya:
1) Pekerja/buruh tertangkap tangan;
2) Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang
bersangkutan; atau
3) Bukti lain berupa laporan kejadian yang
dibuat oleh pihak yang berwenang di
perusahaan vyang bersangkutan dan
didukung oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi.’

2. Pekerja/buruh Diduga Melakukan Tindak

Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah berasal dari
kata istilah yang dikenal dalam Hukum
Belanda vyaitu “Strafbaar Feit”. Walaupun
istilah ini terdapat dalam WvS Hindia
Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan
resmi tentang apa yang dimaksud dengan
Strafbaar Feit itu. Karena itu para ahli
hukum berusaha untuk memberikan arti dan
isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini
belum ada keragaman pendapat.™

Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana
ini adalah perbuatan-perbuatan yang
melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini
juga merugikan masyarakat, dalam arti
bertentangan dengan atau menghambat

7 pasal 158 ayat 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

8 Adrian Sutedi. Hukum Perburuhan. Sinar Grafika. Jakarta.

2009. Hal 74

° pasal 158 ayat 2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

1% Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. PT.
RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002. Hal 67
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akan terlaksananya tata dalam pergaulan
masyarakat yang dianggap baik dan adil.
Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan
pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.
Pasal 160, ayat 1 menyebutkan, “Dalam hal
pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib
karena diduga melakukan tindak pidana
bukan atas pengaduan pengusaha”.

. Pekerja/buruh  Melakukan  Pelanggaran
Ketentuan vyang diatur dalam Perjanjian
Kerja

Pasal 161, ayat 1 menyebutkan, “Dalam hal
pekerja/buruh  melakukan  pelanggaran
ketentuan yang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama, pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja, setelah kepada
pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan
surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga
secara berturut-turut.” Bila Anda tidak
mengindahkan peraturan perusahaan dan
Anda tidak mengindahkan surat peringatan
yang diberikan oleh perusahaan kepada
Anda- ini bisa menjadi alasan PHK untuk
pekerja."!

. Pekerja/buruh Mengundurkan Diri

Salah satu jenis PHK yang inisiatifnya dari

pekerja/buruh adalah pengakhiran

hubungan kerja karena pekerja/buruh
mengundurkan diri atas kemauan sendiri
dan dilakukan tanpa penetapan (izin). Syarat
yang harus dipenuhi apabila seorang
pekerja/buruh  mengundurkan diri agar
mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan
surat keterangan kerja/eksperience letter
adalah permohonan tertulis harus diajukan

selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari h

tanggal pengunduran diri. Hal yang harus

dilakukan pekerja/buruh yang
mengundurkan diri adalah sebagai berikut :

a. Pekerja/buruh tidak terikat dalam ikatan
dinas;

b. Selama menunggu hari h, pekerja/buruh
harus tetap melaksanakan kewajiban
sampai tanggal pengunduran diri dari
yang ditentukan. Hal ini dimaksudkan

untuk jabatan dimaskud atau dalam
rangka transfer of knowledge."

5. PHK Karena terjadi Perubahan Status,
Penggabungan, Peleburan, atau
Perubahan Kepemilikan Perusahaan.

Apabila  terjadi PHK karena terjadi
perubahan status, penggabungan (merger),
peleburan (konsolidasi) atau perubahan
kepemilikan perusahaan (akuisisi), dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja maka terhadap
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon
satu kali dan uang pengganti hak. Apabila
PHK yang terjadi disebabkan oleh perubahan
status, merger, atau konsolidasi, dan
pengusaha tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh
berhak uang pesangon dua kali, uang
penghargaan masa kerja satu kali, dan uang
pengganti hak.
Pasal 163, ayat 1 menyebutkan, “Pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal
terjadi perubahan status, penggabungan,
peleburan, atau perubahan kepemilikan
perusahaan dan pekerja/buruh  tidak
bersedia melanjutkan hubungan kerja.”*?

. PHK karena Likuidasi

Pasal 164, ayat 1 menyebutkan, “Pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap pekerja/buruh karena
perusahaan  tutup yang  disebabkan
perusahaan mengalami kerugian secara
terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau
keadaan memaksa (force majeur)” Kerugian
perusahaan yang dimaksud harus dibuktikan
dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun
terakhir yang telah diaudit oleh akuntan
publik.*

. Perusahaan melakukan efisiensi

Ini merupakan alasan PHK vyang sering
digunakan. Pasal 164, ayat 3 menyebutkan,
“Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perusahaan tutup bukan karena

untuk mempersiapkan pengganti formasi

" pasal 161 ayat 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan

12 Penjelasan pasal 162. Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan

13 Penjelasan pasal 162. Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan

1 Penjelasan pasal 164 ayat 1. Undang-Undang No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-
turut atau bukan karena keadaan memaksa
(force majeur) tetapi perusahaan melakukan
efisiensi.”

B. Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja/Buruh Dan Akibat Hukum Bagi
Pihak Perusahaan Yang Mengabaikan
Perintah Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003

a. Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja/Buruh Menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003
PHK dapat diartikan sebagai langkah

pengakhiran hubungan kerja antara buruh

(pekerja) dengan majikan (pengusaha) yang

disebabkan karena suatu keadaan tertentu."®
Pasal 1 angka 25 UU No. 13 Tahun 2003

menyatakan bahwa, PHK adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pada
praktiknya, PHK dilakukan karena telah
berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kerja bersama sehingga hal tersebut
tidak menimbulkan suatu permasalahan oleh
kedua belah pihak, namun hal ini berbeda
apabila terjadi suatu PHK padahal belum
berakhirnya waktu yang telah ditetapkan atau
terjadi karena perselisihan antara kedua belah
pihak yakni pihak pekerja dengan pengusaha.
Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat
besar bagi pekerja karena disini pekerja
mempunyai kedudukan yang sangat lemah
dibandingkan dengan pengusaha. Untuk itu
perlu ditinjau lebih seksama lagi mengenai PHK
yang dilakukan oleh pengusaha untuk
menjamin perlindungan bagi pihak pekerja.
Dalam Pasal 153 ayat (1) UU No. 13 Tahun

2003 mengatur mengenai larangan PHK oleh

Pengusaha, hal ini sebagaimana dinyatakan

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan

hubungan kerja dengan alasan:

1) Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja
karena sakit menurut keterangan dokter

B Penjelasan pasal 164 ayat 3. Undang-Undang No.13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

18 zainal Asikin, Agusfian Wahab dkk. Dasar-Dasar Hukum
Perburuhan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. Hal
173
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selama waktu tidak melampaui 12 (dua
belas) bulan secara terus menerus;

2) Pekerja/buruh berhalangan menjalankan
pekerjaannya karena memenuhi kewajiban
terhadap negara sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku;

3) Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya;

4) Pekerja/buruh menikah;

5) Pekerja/buruh perempuan hamil,
melahirkan, gugur kandungan, atau
menyusui bayinya;

6) Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah
dan atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruh lainnya di dalam satu
perusahaan, kecuali telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama;

7) Pekerja/buruh mendirikan, menjadi
anggota dan/atau  pengurus  serikat
pekerja/serikat  buruh,  pekerja/buruh
melakukan kegiatan serikat pekerja/buruh
di luar jam kerja atas kesepakatan
pengusaha, atau berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja;

8) Pekerja/buruh yang mengadukan
pengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan
tindak pidana kejahatan;

9) Karena perbedaan paham. Agama, aliran
politik, suku, warna kulit, golongan, jenis
kelamin, kondisi fisik, atau status
perkawinan;

10) Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap,
sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit
karena hubungan kerja yang menurut surat
keterangan dokter yang jangka waktu
penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Ayat (2); Pemutusan hubungan kerja yang

dilakukan  dengan alasan  sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan
pengusaha wajib mempekerjakan kembali
pekerja/buruh yang bersangkutan.'’

Bahwa dalam hal pemutusan hubungan
kerja harus ada penetapan putusan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

7 pasal 153 ayat 1 dan 2. Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
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indsutrial, dalam hal ini adalah pengadilan

hubungan industrial. Hal tersebut jelas dimuat

dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu

pasal 152:

Ayat (1); Permohonan penetapan pemutusan
hubungan kerja diajukan secara
tertulis kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial  disertai alasan yang
menjadi dasarnya.

Ayat (2); Permohonan penetapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diterima oleh lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial apabila telah diundangkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
151 ayat (2).

Ayat (3); Penetapan atas permohonan
pemutusan hubungan kerja hanya
dapat diberikan oleh lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial jika ternyata maksud
untuk memutuskan hubungan kerja
telah dirundingkan, tetapi
perundingan tersebut tidak
menghasilkan kesepakatan.™®

Jelas apa yang dijelaskan dalam Undang-
Undang Ketenagakerjaan  bahwa  status
pemutusan hubungan kerja sah apabila ada
penetapan putusan dari pengadilan hubungan
industrial. Jadi selama belum ada putusan dari
pengadilan hubungan industrial buruh/pekerja
tetap melaksanakan kewajibannya. Hal ini jelas
diuraikan dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan, pasal 155 ayat (2):

“Bahwa, Selama putusan lembaga penyelesaian

perselisihan  hubungan industrial belum

ditetapkan, baik pengusaha maupun
pekerja/buruh  harus tetap melaksanakan
segala kewajibannya”.

Permasalahannya pihak perusahaan dapat
melakukan penyimpangan terkait dengan pasal
155 ayat 2 tersebut, yaitu dengan tindakan
skorsing. Pasal 155 ayat 3 menyebutkan bahwa:
“Pengusaha dapat melakukan penyimpangan
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada
pekerja/buruh yang sedang dalam proses
pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib

'8 pasal 152. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

membayar upah beserta hak-hak lainnya yang
biasa diterima pekerja/buruh”.*

Dalam hal melakukan PHK, pengusaha tidak
bisa begitu saja melakukan PHK tanpa
memberikan hak-hak PHK atau kompensasi
yakni sebagaimana tercantum dalam UU No 13
Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1) menyatakan “
dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja
pengusaha  diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa
kerja. dan wuang penggantian hak vyang
seharusnya diterima.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dalam pasal 156 dijelaskan
bahwa:

Ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusan

hubungan kerja, pengusaha
diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang

penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak yang seharusnya

diterima”.

Ayat (2) Perhitungan uang pesangon
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) paling sedikit sebagai berikut:

a) Masa kerja kurang dari 1 (satu)
tahun, 1 (satu) bulan upah;

b) Masa kerja 1 (satu) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 2 (dua)
tahun, 2 (dua) bulan upah;

c) Masa kerja 2 (dua) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 3 (tiga)
tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 4 (empat)
tahun, 4 (empat) bulan upah;

e) Masa kerja 4 (empat) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 5 (lima)
tahun, 5 (lima) bulan upah;

f) Masa kerja 5 (lima) tahun atau
lebih, tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 6 (enam) bulan upah;

g) Masa kerja 6 (enam) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh)
tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h) Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 8
(delapan) tahun, 8 (delapan)
bulan upah;

9 pasal 155 ayat 2 dan 3. Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
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Ayat (3)

i) Masa kerja 8 (delapan) tahun
atau lebih, 9 (sembilan) bulan
upah.

Perhitungan uang penghargaan

masa kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

a) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 6 (enam)
tahun, 2 (dua) bulan upah;

b) Masa kerja 6 (enam) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 9
(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan
upah;

c) Masa kerja 9 (sembilan) tahun
atau lebih tetapi kurang dari 12
(dua belas) tahun, 4 (empat)
bulan upah;

d) Masa kerja 12 (dua belas) tahun
atau lebih tetapi kurang dari 15
(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan
upah;

e) Masa kerja 15 (lima belas) tahun
atau lebih tetapi kurang dari 18
(delapan belas) tahun, 6 (enam)
bulan upah;

f) Masa kerja 18 (delapan belas)
tahun atau lebih tetapi kurang
dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7
(tujuh) bulan upah;

g) Masa kerja 21 (dua puluh satu)
tahun atau lebih tetapi kurang
dari 24 (dua puluh empat) tahun,
8 (delapan) bulan upah;

h) Masa kerja 24 (dua puluh empat)
tahun atau lebih, 10 (sepuluh )
bulan upah.”

PENUTUP
A. Kesimpulan

1.

Undang-Undang No 13 tahun 2003, ada
beberapa alasan bagi perusahaan untuk
melakukan PHK. Yaitu antara lain; pekerja

buruh melakukan kesalahan berat,
pekerja/buruh diduga Melakukan Tindak
Pidana, Pekerja/buruh melakukan

pelanggaran ketentuan yang diatur dalam
perjanjian kerja, pekerja buruh

2 pasal 156 ayat 1,2 dan 3. Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan
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mengundurkan diri, PHK karena likuidasi,
perusahaan melakukan efisiensi.
Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja/Buruh menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, apabila terjadi
pemutusan hubungan kerja, maka menurut
Pasal 152 UU Ketenagakerjaan secara
eksplisit menjelaskan bahwa Pemutusan
hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh
lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial jika ternyata maksud
untuk memutuskan hubungan kerja telah
dirundingkan, tetapi perundingan tersebut
tidak menghasilkan kesepakatan.

Dalam hal melakukan PHK, pengusaha tidak
bisa begitu saja melakukan PHK tanpa
memberikan hak-hak PHK atau kompensasi
yakni sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Pasal 156 ayat (1): “Dalam hal terjadi
pemutusan hubungan kerja pengusaha
diwajibkan membayar uang pesangon dan
atau uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak yang seharusnya
diterima”.

B. Saran

1.

Berdasarkan  beberapa alasan yang
dijelaskan oleh Undang-Undang terhadap
pemutusan hubungan kerja oleh
perusahan, maka pihak perusahaan
janganlah menjadikan pasal tersebut alasan
untuk melakukan PHK terhadap
pekerja/buruh. Harus adanya keterbukaan
antara pekerja dan pimpinan perusahaan.
Dan juga pihak buruh atau pekerja jangan
takut untuk menuntut hak-hak vyang
dilindungi oleh Undang-Undang. Dan juga
bagi pekerja sebaiknya bekerja lebih hati-
hati  dan  mengikuti peraturan di
perusahaan, sehingga memperkecil
kemungkinan pengusaha dalam melakukan
pemutusan hubungan kerja.

Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan agar di dalam
peraturan Perundang-Undangan lebih rinci
lagi dengan mengatur hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja, sehingga
memperkecil terjadinya perselisihan
hubungan industrial. Selain itu, instansi
yang terkait di bidang ketenagakerjaan juga
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lebih memperdalam fungsi
pengawasannya. Dalam hal ini, seharusnya
pihak pengusaha terlebih dahulu
memberikan kepastian mengenai status
hukum pekerja/buruh, sehingga hak dan
kewajiban masing-masing pihak dapat
terpenuhi, agar tidak terjadi perselisihan,
dan perlu adanya komunikasi dan
keterbukaan  dari  pihak  pengusaha
terhadap pekerja/buruh begitupun
sebaliknya. Diperlukan adanya pengawasan
pihak pengadilan setelah diputuskannya
perkara untuk mengontrol apakah putusan
ini memberi pengaruh terhadap masing-
masing pihak, baik pihak yang kalah
maupun yang menang.
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